
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.1.1 Kesimpulan Perseroan Perorangan sebagai Korporasi dalam
UU PPTPPU (Rumusan Masalah 1)

Salah satu prinsip hukum yang fundamental adalah terkait dengan

entitas yang memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak di bawah

hukum, dikenal sebagai subjek hukum. Dalam Hukum Pidana tepatnya

melalui KUHP yang berlaku sejak 1918 belum ditemukan pengakuan

secara komprehensif mengenai korporasi yaitu subjek di luar manusia.

Namun, dengan perkembangan berbagai bidang hukum, akhirnya

korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum pidana melalui Peraturan

Perundang-undangan pidana diluar KUHP salah satunya melalui UU

PPTPPU yang merumuskan korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau

kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun

bukan badan hukum”. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk

korporasi yang berbadan hukum dan diakui sebagai subjek hukum pidana.

Konsep Perseroan Terbatas maupun konsep badan hukum sama-sama

merupakan kumpulan orang dan/atau kumpulan harta kekayaan yang

terorganisir. Namun, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja 2020

melalui Pasal 109 angka 1 melahirkan entitas baru yaitu badan hukum

kriteria UMK yang selanjutnya disebut Perseroan Perorangan. Badan

hukum baru ini dirumuskan dalam definisi Perseroan Terbatas. Hal ini

menimbulkan beberapa masalah kaitannya dengan konsep Perseroan

Perorangan sebagai badan hukum dan sebagai Perseroan Terbatas.

Sehingga perlu diselidiki mengenai kedudukan Perseroan Perorangan

khususnya yang melakukan TPPU dengan mengidentifikasi

pengakuannya dalam hukum perdata, hukum pidana khususnya dalam

KUHP Nasional dan UU PPTPPU. Berdasarkan penelitian yuridis

normatif, Perseroan Perorangan merupakan badan yang tidak memenuhi

kriteria sebagai badan hukum maupun sebagai Perseroan Terbatas oleh

karena Perseroan Perorangan bukanlah kumpulan harta kekayaan bukan
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juga kumpulan orang, yang dimana kriteria tersebut merupakan syarat

suatu badan dapat dikatakan sebagai badan hukum dan sebagai Perseroan

Terbatas. Perseroan Perorangan juga bukanlah badan yang didirikan

dengan perjanjian oleh karena pengurus, Pemegang Saham, Pendiri dan

Direksi dari Perseroan Perorangan ini hanyalah satu orang, sehingga syarat

untuk dibentuknya berdasarkan perjanjian tidak terpenuhi. Keterbatasan

Perseroan Perorangan sebagai badan hukum dan sebagai Perseroan

Terbatas tidak menutup kemungkinan untuk tidak diakuinya Perseroan

Perseroan Perorangan ini. Pengakuan dapat diperoleh berdasarkan Pasal

1653 KUHPerdata yang singkatnya bahwa suatu badan dikatakan

mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila menetapkan atau

menyatakan demikian. UU PPTPPU melalui perubahannya dalam UU

Cipta Kerja menyatakan secara tegas bahwa Perseroan Perorangan ini

merupakan suatu badan hukum. Selain itu, terdapat faktor-faktor non

yuridis yang menjadi dasar pengakuan Perseroan Perorangan ini sebagai

badan hukum, bahwa Perseroan Perorangan sebagai sarana kemudahan

berusaha dengan bentuk usaha kriteria UMK yang banyak diminati oleh

mayoritas pelaku usaha sehingga perlu diberikan perlindungan hukum oleh

pemerintah, adanya konsep pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawab

terbatas dalam Perseroan Perorangan, Perseroan Perorangan ini merupakan

trend bisnis masa kini yang diterima oleh masyarakat luas sehingga

pemerintah harus memberikan wadah bagi pelaku usaha dan biaya

pengelolaan dan struktur pengelolaan Perseroan Perorangan lebih murah

dan simple. Perluasan konsep Perseroan Terbatas ini juga membawa

pengaruh terhadap konsep korporasi yang dikenal dalam hukum pidana.

Baik KUHP Nasional maupun UU PPTPPU merumuskan korporasi

sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan salah

satunya yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas. Pengakuan

Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum perdata tidak semata-mata

dapat langsung membawa implikasi keberlakuannya di dalam KUHP

Nasional. Namun, pada prinsipnya sumber hukum pidana tidak terbatas

dalam KUHP sebagai sumber hukum pidana yang tertulis, melainkan
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terdapat sumber hukum lain diluar KUHP yang membawa pengaruh

terhadap hukum pidana baik dilihat berdasarkan ajaran formal maupun

ajaran material. Melalui identifikasi sebelumnya dapat dilihat bahwa

Perseroan Perorangan lebih rentan atau berpotensi untuk melakukan tindak

pidana, terkhusus TPPU, sehingga perlu untuk memberikan perlindungan

dari sudut hukum pidana baik terhadap Perseroan Perorangan, Pelaku

usaha maupun terhadap masyarakat luas. Dengan demikian Perseroan

Perorangan ini merupakan korporasi dalam arti sempit dalam Hukum

Pidana khususnya KUHP Nasional dan UU PPTPPU.

5.1.2 Kesimpulan Implikasi Pidana Denda Pengganti Pidana
Kurungan dalam KUHP Nasional menurut UU PPTPPU (Rumusan
Masalah 2)

Penetapan sanksi pidana terhadap Perseroan Perorangan dilakukan

dengan mengidentifikasi terlebih dahulu penetapan sanksi pidana terhadap

korporasi. Sanksi Pidana bagi korporasi yang melakukan TPPU diatur

dalam beberapa pasal dalam UU PPTPPU. Pasal 7 ayat (1) UU PPTPPU

menegaskan bahwa pidana denda terhadap korporasi paling banyak

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan dalam Pasal 9 UU

PPTPPU mengenal adanya pidana kurungan terhadap pengendali korporasi

sebagai pengganti pidana denda terhadap korporasi yang tidak mampu

membayar pidana denda tersebut. Hal ini membawa beberapa

permasalahan salah satunya dengan diundangkannya KUHP Nasional pada

awal tahun 2023, Pasal 79 KUHP Nasional menetapkan sanksi pidana

paling tinggi yaitu kategori VIII atau atau Rp50.000.000.000,00 (lima

puluh miliar rupiah) dan Pasal 121 KUHP Nasional Pidana denda untuk

korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV atau Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sanksi

Pidana dalam UU PPTPPU tidak masuk kedalam salah satu kategori dalam

Pasal 79 KUHP Nasional. Selanjutnya, dalam Pasal 615 KUHP Nasional

yang telah menghapus pidana kurungan dan menggantinya dengan pidana

denda, membawa masalah terhadap Pasal 9 UU PPTPPU oleh karena

apabila pidana kurungan dihapuskan maka bagaimana
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pertanggungjawaban lanjutan dari korporasi yang tidak mampu membayar

pidana denda. Selanjutnya, timbul permasalahan oleh karena ketentuan

mengenai TPPU diatur dalam bagian Buku II KUHP Nasional tentang

Tindak Pidana Khusus. Konsep dalam hukum pidana bahwa ketentuan

umum dalam KUHP Nasional seharusnya berlaku bagi Buku II dan

Peraturan Perundang-undangan pidana diluar KUHP, dengan pengecualian

apabila ditentukan lain oleh undang-undang, yang terakhir disebut ini

merupakan pengertian dari tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang

memuat ketentuan bertentangan dengan ketentuan umum KUHP. Timbul

permasalahan oleh karena tindak pidana khusus ini diatur sebagai bagian

dalam KUHP Nasional sehingga secara konsep ketentuan tindak pidana

khusus ini seharusnya tunduk terhadap ketentuan umum Buku I. Artinya

bahwa ketentuan umum mengenai sanksi pidana dalam KUHP Nasional

seharusnya diikuti oleh TPPU. Namun, berdasarkan Penjelasan Pasal 187

KUHP Nasional ditemukan bahwa ketentuan tindak pidana khusus dalam

KUHP Nasional tidak serta merta tunduk terhadap ketentuan umum, oleh

karena penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pengecualian

keberlakuan Buku I, yaitu tindak pidana khusus yang diatur dalam KUHP

Nasional itu sendiri yang perumusannya sebagai ketentuan penghubung

(bridging articles) antara KUHP Nasional dengan undang-undang terkait

salah satunya UU PPTPPU. Perumusan tindak pidana khusus dalam

KUHP Nasional juga sebagai ketentuan umum khususnya terkait TPPU,

sebagai salah satu tindak pidana yang memiliki kriteria sebagaimana diatur

dalam penjelasan Pasal 187 KUHP Nasional yang dapat dinilai sebagai

tindak pidana yang dapat membahayakan keberlangsungan negara dan

masyarakat sehingga perlu untuk dirumuskan kembali sebagai ketentuan

yang umum dalam KUHP Nasional ini.

5.2 Saran
5.2.1 Saran untuk Kesimpulan Pertama

Berdasarkan analisis khususnya berkaitan dengan konsep sebagai

kumpulan orang dan/atau kumpulan harta kekayaan, yang dimana

Pemegang saham, Pendiri dan Direksi Perseroan Perorangan merupakan
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orang yang sama. Dalam pengaturannya tidak dirumuskan jelas mengenai

batas-batas tanggung jawab tiap-tiap peran, mengingat dalam Perseroan

Terbatas peran-peran tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang

berbeda-beda. Sehingga, batasan yang bias akan berpotensi

disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, salah satunya TPPU, oleh

karena pendirian Perseroan Terbatas ini lebih mudah dibandingkan dengan

Perseroan Terbatas pada umumnya, ini membuka peluang bagi banyak

pihak untuk menjadikan Perseroan Perorangan ini sebagai sarana baru

untuk melakukan pencucian uang. Selain itu, biasnya tugas pengurus

dengan Perseroan Perorangan menyulitkan untuk mengidentifikasi tindak

pidana TPPU yang dilakukan Perseroan Perorangan dan dapat

disalahgunakan untuk mengalihkan pertanggungjawaban pidana Perseroan

Perorangan kepada pengurus maupun sebaliknya. Sehingga, perlu

dirumuskan batas-batas tanggung jawab dari tiap-tiap peran dalam

kepengurusan Perseroan Terbatas, untuk mencegah terjadinya TPPU dan

lebih mudah untuk menetapkan penjatuhan pidana terhadap Perseroan

Perorangan khususnya yang melakukan TPPU.

5.2.2 Saran untuk Kesimpulan Kedua
Berdasarkan analisis bahwa sanksi pidana terhadap Perseroan

Perorangan yang melakukan TPPU tetap tunduk berdasarkan UU

PPTPPU. Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, penulis menilai perlu ditetapkannya ukuran-ukuran pidana

denda terhadap Perseroan Perorangan, mengingat Perseroan Perorangan

ini adalah badan usaha kriteria UMK. Selain itu perlu dilakukan

penyesuaian kategori sanksi, mengingat dalam Tindak Pidana Khusus

mengenai TPPU dalam KUHP Nasional beberapa pasal penghubung

(bridging articles) sudah menetapkan kategori pidana denda, sedangkan

dalam UU PPTPPU terhadap pidana denda Korporasi belum disesuaikan

dengan kategori tertentu. Saran selanjutnya, mengenai pidana kurungan

pengganti pidana denda yang dikenal dalam UU PPTPPU. Mengingat,

KUHP Nasional sudah tidak lagi mengenal pidana kurungan dan

terhadap tindak pidana yang diancam pidana kurungan diganti dengan
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pidana denda berdasarkan Pasal 615 KUHP Nasional. Maka, dalam UU

PPTPPU perlu dilakukan penyesuaian mengenai ketentuan

pertanggungjawaban lanjutan terhadap pidana denda yang telah

dijatuhkan kepada Perseroan Perorangan (korporasi) yang terbukti

melakukan TPPU namun, tidak mampu membayar pidana denda.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam keadaan demikian yang akan

mengganti tanggung jawab korporasi adalah pengendali korporasi

dengan ancaman pidana kurungan, hal ini sudah barang tentu tidak sesuai

dengan prinsip hukum pidana yang bersifat personal.
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